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Abstract
Withdrawal Royalties are the utilization of the economic rights of a work 
related to the receipt by the creator or the copyright holder. Copyright is a 
creature created by the creator in a tangible form by not reducing restrictions in 
accordance with the provisions of the legislation. Copyright applies in all areas 
of life one of which is the art of music. Songs that have been registered must get 
Royalties if they are to be used for commercial purposes, the only other who 
often violates is a commercial karaoke business in royalty payments. The method 
used in this study is the empirical law whose purpose gives a description of the 
provisions in the effort to withdraw royalties for commercial business Karaoke.

Keywords: copyright, royalty, song, commercial karaoke, karaoke business

Abstrak
Penar�kan Royalt� adalah pemanfaatan atas hak ekonom� suatu c�ptaan yang 
terka�t d�ter�manya oleh penc�pta atau pemegang hak c�pta. Hak c�pta adalah suatu 
c�ptaan yang d�buat oleh penc�pta dalam bentuk nyata dengan t�dak mengurang� 
pembatasan sesua� dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak C�pta 
berlaku d� segala b�dang keh�dupan salah satunya ya�tu sen� mus�k. Lagu yang 
sudah d�daftarkan haruslah mendapatkan Royalt� apab�la akan d�gunakan untuk 
kepent�ngan komers�al, salah satunya yang ser�ng melanggar adalah pelaku usaha 
komers�al karaoke dalam pembayaran royalt�. Metode yang d�gunakan dalam 
penel�t�an �n� adalah hukum emp�r�s yang tujuannya member�kan gambaran yang 
mengena� ketentuan dalam upaya penar�kan royalt� bag� pelaku usaha komers�al 
Karaoke. 

Kata kunc� : Hak Cipta, Royalti, Lagu, Komersial Karaoke, 
           Bisnis Karaoke

1   Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu Hukum Un�vers�tas Udayana Denpasar Bal�, Ema�:duw�apr�ant�10@
gma�l.com
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I. PENDAHULUAN 
Indones�a sebaga� negara 

ser�bu kepulauan yang mem�l�k� 
keanekaragaman sen� dan budaya 
yang beg�tu luas dan kaya dengan 
keanekaragaman etn�k, suku, bangsa, 
dan agama. Kekayaan sen� dan 
budaya �tulah yang merupakan potens� 
nas�onal yang harus d�l�ndung�. Karya 
�ntelektual dar� kekayaan sen� dan 
budaya �tulah yang dapat dan perlu 
d�l�ndung� oleh Undang-Undang. 
Karena kekayaan sen� dan budaya yang 
d�l�ndung� �n� dapat men�ngkatkan 
kesejahteraan yang t�dak hanya bag� 
penc�ptanya tetap� juga bag� bangsa 
dan negara. Dan dapat d�manfaatkan 
juga untuk men�ngkatkan kemampuan 
d� b�dang perdagangan dan �ndustr� 
yang mel�batkan para penc�ptanya.2 
Indones�a merupakan negara yang kaya 
atas Kekayaan Intelektual, d�mana 
perl�ndungannya d�ber�kan dalam 
bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang 
d�art�kan sebaga� hak atas kepem�l�kan 
karya-karya yang leb�h dar� kemampuan 
�ntelektual�tas manus�a, m�salnya 
dalam hak c�pta mel�ndung� karya 
c�ptaan d� b�dang sen� dalam bentuk 
ekspres�. Ekspres� �tu adalah bentuk 
tul�san sepert� l�r�k lagu, art�kel, pu�s�, 
dan buku. Tujuan dar� mel�ndung� 
ya�tu untuk perl�ndungan terhadap 
namanya plag�at atau penj�plakan oleh 
orang la�n.3 
2 Ermansyah Djaja, 2009, Hukum Kekayaan 

Intelektual, S�nar Graf�ka, Jakarta, hlm. 2
3 Mon�ka Suhayat�, 2014, Perlindungan 

Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak 
Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Ilm�ah 

Peraturan perundang-undangan 
yang berlaku d�atur dalam Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2008 tentang Hak C�pta yang 
mengatakan:
 “Hak C�pta adalah hak eksklus�f 

penc�pta yang t�mbul secara 
otomat�s berdasarkan pr�ns�p 
deklarat�f setelah suatu c�ptaan 
d�wujudkan dalam bentuk nyata 
tanpa mengurang� pembatasan 
sesua� dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan”
Adanya hak atas hak c�pta 

secara otomat�s yang art�nya c�ptaan 
sudah d�lah�rkan atau adanya 
perwujudan dalam bentuk yang nyata 
yang memerlukan formal�tas tertentu 
ya�tu melalu� pendaftaran karena 
merupakan suatu c�ptaan sebaga� has�l 
karya penc�pta yang mengandung 
keasl�an serta berada dalam lapangan 
�lmu pengetahuan, sen�, dan sastra. 
C�ptaan yang d�l�ndung� oleh hak 
c�pta berdasarkan Pasal 40 (huruf d) 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak C�pta ya�tu lagu 
atau mus�k 

Yang art�nya adalah c�ptaan yang 
utuh terd�r� dar� unsur lagu atau melod�, 
sya�r atau l�r�k, dan termasuk notas�nya 
bahwa lagu atau mus�k merupakan 
satu kesatuan karya c�pta. Pengert�an 
dar� penc�pta lagu atau mus�k adalah 
seseorang atau beberapa orang yang 
secara bersama-sama menc�ptakan 
suatu c�ptaan lagu berdasarkan 

Hukum, Vol 5, No. 2 (2014), https://jurnal.
dpr.go.�d/�ndex.php/hukum/art�cle/v�ew/241, 
d�askes pada tanggal 01 Oktober 2017
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�nsp�ras�nya ataupun kemampuannya 
p�k�ran yang d�tuangkan dalam bentuk 
khas dan bers�fat pr�bad�.4

Pengguna lagu atau mus�k yang 
ser�ng mendengarkan lagu-lagu c�ptaan 
seseorang untuk tujuan komers�al yang 
art�nya lagu atau mus�k d�dengarkan 
kembal� oleh c�ptaan seseorang yang 
menguntungkan bag� d�r�nya m�salnya 
hotel-hotel, d�skot�k-d�skot�k, restoran-
restoran, rad�o dan telev�s�, karaoke dan 
sebaga�nya d�waj�bkan pembayaran 
royalt� kepada pemegang hak c�pta 
lagu tersebut. Royalt� �tu send�r� dapat 
d�art�kan sebaga� kompensas� bag� 
penggunaan sebuah c�ptaan termasuk 
karya c�pta lagu.

Berdasarkan hal tersebut 
dalam penel�t�an �n� dapat d�tentukan 
rumusan masalah adalah baga�mana 
konseps� pelaksanaan perl�ndungan 
bag� penc�pta atau pemegang hak c�pta 
dalam peraturan penar�kan royalt� 
bag� pelaku usaha komers�al karaoke 
berdasarkan Nomor. 28 Tahun 2014 
Tentang Hak C�pta? Dan baga�mana 
efekt�f�tas pelaksanaan penegakan 
hukum dalam  penar�kan royalt� bag� 
pelaku usaha komers�al karaoke?

Penul�san karya �lm�ah �n� belum 
pernah d�tel�t� sebelumnya. Adapun 
karya �lm�ah yang terka�t dengan karya 
�lm�ah Penul�s tentang �mplementas� 
pembayaran royalt� bag� pelaku 
usaha komers�al karaoke berdasarkan 
ketentuan Undang-Undang Nomor. 
28 tahun 2014 tentang hak c�pta 
4 Hendratanu, Atmadja, 2003, Hak Cipta Musik 

atau Lagu, Penerb�t Pasca Sarjana Un�vers�tas 
Indones�a, Jakarta, hlm. 55.

ya�tu karya �lm�ah dar� Fa�shal R�zk� 
Pratama tahun 2016, D�ponegoro Law 
Journal, dengan judul Pelaksanaan 
Pengumuman Karya C�pta Lagu 
Sebaga� Background Mus�c D� Pusat 
Perbelanjaan (Stud� Pada Pasaraya 
Purwokerto) yang rumusan masalahnya 
adalah; 1. Baga�mana pelaksanaan 
karya c�pta lagu sebaga� background 
mus�c d� pusat perbelanjaan r�ta 
purwokerto?: 2. Apa saja yang d�hadap� 
dalam pelaksanaan pengumuman 
karya c�pta lagu sebaga� background 
mus�c d�pusat perbelanjaan?.Karya 
�lm�ah la�nnya yang terka�t ya�tu 
Rezky Lend� Maram�s tahun 2014, Lex 
Pr�vatum, dengan judul Perl�ndungan 
Hukum Hak C�pta Atas Karya Mus�k 
dan Lagu Dalam Hubungan Dengan 
Pembayaran Royalt� yang rumusan 
masalahnya adalah; 1. Baga�mana 
perl�ndungan tentang hak c�pta karya 
mus�k dan lagu?: 2. Baga�mana 
mekan�sme pembayaran royalt� atas 
hak c�pta karya mus�k dan lagu?. Jelas 
nampak perbedaan dar� karya �lm�ah 
tersebut dengan karya �lm�ah yang 
d�buat oleh Penul�s. 

Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah 
untuk l memaham� betapa pent�ngnya  
perl�ndungan hukum terhadap penc�pta 
karya mus�k dan lagu termasuk 
cara memperoleh haknya (Royalt�) 
berdasarkan Undang-Undang Nomor. 
28 Tahun 2014 Tentang Hak C�pta
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II. METODE PENELITIAN 
Dalam penul�san karya �lm�ah 

�n� menggunakan jen�s penel�t�an 
hukum emp�r�s. Penel�t�an hukum 
emp�r�s adalah penel�t�an yang terletak 
pada kenyataan yang ada d� lapangan 
dan d� tengah-tengah masyarkat yang 
menyangkut hukum.5

Penel�t�an �n� bers�fat deskr�pt�f 
yang art�nya yang menunjukkan ada 
t�daknya gejala-gejala yang ada d� 
masyarakat yang mengambarkan secara 
tepat s�fat �ndv�du. Data penel�t�an 
yang d�gunakan ya�tu data pr�mer dar� 
�nforman dan responden  dan data 
sekunder dar� kepustakaan. Tekn�k 
pengumpulan data menggunakan 
tekn�k stud� dokumen dan tekn�k 
wawancara. Tekn�k pengolahan 
datanya dengan anal�s�s kual�tat�f.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Perlindungan Bagi Pencipta 

Atau Pemegang Hak Cipta 
Dalam Peraturan Penarikan 
Royalti Bagi Pelaku 
Usaha Komersial Karaoke 
Berdasarkan Undang-Undang 
No. 28 Tahun 2014 Tentang 
Hak Cipta.
Hak c�pta ber�s�kan hak ekonom� 

(economic right) dan hak moral (moral 
right). Hak ekonom� adalah hak untuk 
mendapatkan manfaat ekonom� atas 
C�ptaan serta produk hak terka�t. 
Sedangkan hak moral adalah hak 
yang melekat pada d�r� Penc�pta atau 
Pelaku yang t�dak dapat d�h�langkan 

5 Am�rudd�n, H Za�nal As�k�n , 2008, Pengantar 
Metode Peneliian Hukum, PT. Raja Graf�ndo 
Persada, Jakarta, hlm.25

atau d�hapus tanpa alasan apapun, 
walaupun Hak C�pta atau Hak Terka�t 
telah d�al�hkan. Dar� pengert�an 
tersebut, jelas bahwa hak ekonom� 
dar� hak c�pta dapat beral�h atau d� 
al�hkan kepada orang la�n. Dengan 
dem�k�an, yang dapat beral�h atau 
d�al�hkan �tu hanyalah hak ekonom� 
saja dar� hak c�pta, sementara hak 
moralnya t�dak dapat d�p�sahkan dar� 
d�r� penc�ptanya.6

Set�ap suatu karya “lagu” yang 
terc�pta sudah mempunya� suatu 
perl�ndungan hukum ya�tu perl�ndungan 
hak c�pta, kejelasan hukum hubungan 
antara has�l karya c�pta dengan penc�pta 
atau pemegang hak c�pta atau orang 
yang menggunakan c�ptaan tersebut. 
Undang-Undang Hak C�pta Nomor 28 
Tahun 2014 yang semak�n memperjelas 
perl�ndungan hukum yang d�ber�kan 
pemer�ntah untuk suatu karya c�pta, 
khususnya d� s�n� karya c�pta mus�k 
dan lagu. C�ptaan yang d�l�ndung� oleh 
Undang-Undang Hak C�pta Nomor 
28 Tahun 2014 d�atur dalam Pasal 40 
ayat 1 huruf d. Undang-Undang Hak 
C�pta menjelaskan adanya kepast�an 
hukum antara penc�pta atau pemegang 
hak c�pta dengan suatu c�ptaan yang 
ada, member�kan perl�ndungan yang 
utuh kepada pem�l�k hak c�pta. Jad� 
j�ka pelaku usaha komers�al karaoke 
�ng�n menggunakan lagu dalam 
perusahaan karaoke mereka harus 

6 Rezky Lend� Maram�s, 2014, Perlindungan 
Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan 
Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran 
Royalti, Lex Pr�vatum, Vol.II/No. 2/Apr�l/
2014https://ejournal.unsrat.ac.�d/�ndex.
php/lexpr�vatum/art�cle/v�ew/4537, d�akses 
tanggal 01 Oktober 2017.
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menggunakan prosedur yang sudah 
d� tentukan dalam Undang-Undang 
Hak c�pta 2014, sepert� harus adanya 
pember�an l�sens� dar� p�hak penc�pta 
lagu kepada pengguna lagu, jangka 
waktu penggunaan dan berapa royalt� 
yang harus d�ber�kan oleh pengguna 
hak c�pta kepada pem�l�k hak c�pta.

Hak c�pta merupakan salah satu 
cabang Hak Kekayaan Intelektual 
secara umum yang sudah d�aku� ba�k 
secara �nternas�onal maupun secara 
nas�onal. Hal �n� d�bukt�kan dengan 
munculkan serta d�berlakukannya 
konvens�-konvens� �nternas�onal 
maupun peraturan la�nnya yang 
mengatur mengena� hak c�pta. 
Beberapa aturan tersebut dapat d�l�hat 
dalam skala �nternas�onal muncul 
TRIPs (Agreement on Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights) 
yang d� dalamnya juga meny�nggung 
mengena� masalah hak c�pta.7Undang-
Undang Republ�k Indones�a tentang 
Hak C�pta sudah mengalam� beberapa 
perubahan berupaya penyempurnaan 
sejak d�undangkan ya�tu UU No. 6 
Tahun 1982 tentang Hak C�pta, UU 
No. 7 Tahun 1987 tentang Hak C�pta, 
UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak 
C�pta, UU No. 19 Tahun 2002 tentang 
Hak C�pta dan sudah t�dak sesua� lag� 
dengan perkembangan hukum dan 
kebutuhan masyarakat seh�ngga perlu 
d�gant� dengan Undang-Undang Hak 
C�pta yang baru.

Pertengahan tahun 2014, 
pemer�ntah telah mengeluarkan 

7 Ar�f Lutv�ansor�, 2010, Hak Cipta dan 
Perlindungan Folklor di Indonesia, Graha 
Ilmu, Yogyakarta, hlm. 9

pengaturan baru mengena� Hak C�pta 
dengan perubahan Undang-Undang 
Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak 
C�pta. Dalam Undang-Undang Hak 
C�pta �n� ada salah satu klausul d� pasal 
87 ayat 1 d�sebutkan:
 “Untuk mendapatkan hak 

ekonom� set�ap penc�pta, 
pemegang hak c�pta, dan 
pem�l�k hak terka�t yang menjad� 
anggota Lembaga Manajemen 
Kolekt�f (LMK) agar dapat 
menar�k �mbalan yang wajar dar� 
pengguna yang memanfaatkan 
hak c�pta dan hak c�pta terka�t 
dalam bentuk layanan publ�k 
yang bers�fat komers�al”.
Yang art�nya set�ap pengguna 

hak c�ptaan,  hak c�pta terka�t sepert� 
b�sn�s karaoke d�waj�bkan membayar 
royalt� penggunaan hak c�pta melalu� 
Lembaga Manajemen Kolekt�f ( LMK) 
atau Yayasan Karya C�pta Indones�a 
(YKCI).

Dalam ketentuan umum Pasal 
1 angka 21 dan 22 UU No. 28 Tahun 
2014 tentang Hak C�pta:

“Pasal 1 angka 21 pengert�an 
Royalt� adalah �mbalan atas 
pemanfaatan hak Ekonom� suatu 
c�ptaan atau produk hak terka�t yang 
d�ter�ma oleh penc�pta atau pem�l�k 
hak terka�t”.
 “Pasal 1 angka 22 pengert�an 

Lembaga Manajemen Kolekt�f 
(LMK) adalah �nst�tus� yang 
berbentuk badan hukum n�rlaba 
yang d�ber� kuasa oleh penc�pta, 
pemegang hak c�pta, dan/ 
atau pem�l�k Hak terka�t guna 
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mengelola hak ekonom�nya 
dalam bentuk mengh�mpun dan 
mend�str�bus�kan royalt�”.
Satu hal yang harus d�cermat� 

apab�la p�hak la�n ataupun pelaku 
usaha �ng�n menggunakan lagu 
untuk d�tempat usahanya m�salkan 
karaoke, sepatutnya mem�nta �j�n 
kepada s� pem�l�k atau pemegang hak 
c�pta, karena satu hal yang harus d� 
cermat� adalah pembayaran royalt� 
yang harus d�bayarkan, karena lagu 
adalah suatu karya �ntelektual yang 
harus d�l�ndung� hukum. Royalt� 
yang d�bayarkan akan langsung d� 
d�str�bus�kan oleh KCI kepada para 
penc�pta lagu yang karyanya telah 
d� gunakan oleh pengguna ataupun 
pemaka� sepert� para pelaku usaha. 
Pengguna ataupun pemaka� dapat juga 
mem�l�k� l�sens� dar� KCI seh�ngga 
pemaka� ataupun pengguna b�sa 
menggunakan jutaan karya c�pta 
mus�k untuk kepent�ngannya, tetap� 
adapun konsekuens�nya ya�tu harus 
membayar royalt� kepada KCI atas 
l�sens� tersebut.

Manfaat L�sens� KCI bag� 
pengguna adalah :
a. Ij�n untuk memperdengarkan 

mus�k ataupun lagu untuk 
kenyamanan para konsumen 
untuk menambah n�la� ekonom� 
bag� keg�atan pelaku usaha.

b. Menjam�n para pelaku usaha 
dar� segala tuntutan hukum.

c. Pembayaran royalt� lagu d� 
Indones�a dan as�ng leb�h murah 
d�band�ngkan pembayaran 
royalt�  d� negara-negara la�n.

d. Ef�s�ens� b�aya yang t�dak 
perlu mem�nta �j�n ataupun 
bernegos�as� lag� kepada para 
penc�pta lagu secara satu persatu 
d� seluruh Indones�a.
Dengan adanya pergant�an 

Undang-Undang Hak c�pta yang terbaru 
ya�tu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak C�pta, semoga akan 
member�kan perl�ndungan hak c�pta 
yang leb�h d�t�ngkatkan dar� peraturan 
perundang-undangan sebelumnya.8 

3.2. Efektivitas Pelaksanaan 
Penegakan Hukum Dalam 
Penarikan Royalti Bagi Pelaku 
Usaha Komersial Karaoke
Peraturan perundang-undangan, 

ba�k yang t�ngkatnya leb�h rendah 
maupun yang leb�h t�ngg� bertujuan agar 
masyarakat maupun aparatur penegak 
hukum dapat melaksanakan secara 
kons�sten dan tanpa membedakan 
antara masyarakat yang satu dengan 
masyarakat yang la�nnya.9 Apab�la 
undang-undang �tu d�laksanakan 
dengan ba�k, maka undang-undang 
�tu d�katakan efekt�f, karena buny� 
undang-undangnya jelas dan t�dak 
perlu adanya penafs�ran, aparatnya 
menegakkan hukum secara kons�sten 
dan masyarakat yang terkena aturan 
tersebut sangat mendukungnya. 

8 Fa�shal R�zk� Pratama, 2016, Pelaksanaan 
Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai 
Background Music Di Pusat Perbelanjaan 
(Studi Pada Rita Pasaraya Purwokerto), 
D�ponegoro Law Journal, Vol 5, No. 4 (2016), 
http://ejournal-s1.und�p.ac.�d/�ndex.php/dlr/
art�cle/v�ew/13585, d�akses pada tanggal 01 
Oktober 2017.

9 H. Sal�m HS dan Erl�es Sept�ana Nurban�, 
op.c�t., 2014, hlm. 301
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Berdasarkan wawancara dengan 
Bapak Tr�yono, SH., Peny�d�k 
Pegawa� Neger� S�p�l Pada Kementr�an 
Hukum dan HAM RI Kanw�l Jat�m 
d� Surabaya, menjelaskan bahwa 
penegakan hukum  adalah penjelasan 
Undang-Undang d� dalam prakteknya 
menurut Bapak Tr�yono, SH  untuk 
penegakan hukum dalam penar�kan 
royalt� bag� komers�al karaoke belum 
beg�tu efekt�f karena mas�h banyak 
aspeknya tentang penetapan besaran 
royalty yang sep�hak yang t�dak 
menjam�n kepast�an hukum dan 
meng�ndahkan rasa kead�lan dan t�dak 
adanya mekan�sme pengawasan dalam 
pelaksanaan penar�kan royalt� apakah 
benar  untuk kepent�ngan perl�ndungan 
bag� penc�pta atau pemegang hak c�pta 
atau untuk kepent�ngan lembaga yang 
memang sah namun royalt�nya t�dak 
ada mengawas�nya. 

Del�k aduan yang d�m�l�k� 
dar� Yayasan Karya C�pta Indones�a 
(YKCI) membuat semak�n penegakan 
hukum perkaranya dalam karya 
c�pta semak�n lambat, d�karenakan 
penegakan hukumnya semak�n pas�f, 
bekerjanya berdasarkan aduan saja yang 
d�rug�kan. Sedangkan banyak penc�pta 
yang d�rug�kan tetap� malas untuk 
pengaduan karena prosesnya yang 
panjang dan beberapa faktor sepert� 
sarana atau fas�l�tas yang mempunya� 
peran pent�ng dalam penegakan 
hukum. Tanpa adanya sarana atau 
fas�l�tas tersebut t�dak akan mungk�n 
penegak hukum menyeras�kan peranan 
yang seharusnya dengan peranan yang 
aktual.

IV. KESIMPULAN
Substans� peraturan perundang-

undangan hak c�pta, sudah secara 
jelas mengatur tentang perl�ndungan 
hak c�pta mengena� lagu dan/atau 
mus�k d�atur dalam pasal 40 ayat 
1 huruf d dan pengaturan tentang 
pembayaran royalt� set�ap pengguna 
hak c�ptaan, hak c�pta terka�t sepert� 
b�sn�s karaoke d�waj�bkan membayar 
royalt� penggunaan hak c�pta melalu� 
Lembaga Manajemen Kolekt�f ( LMK) 
atau Yayasan Karya C�pta Indones�a 
(YKCI).

Efekt�v�tas penegakan hukum 
pembayaran royalt� pelaku usaha 
komers�al  karaoke belum efekt�f 
karena mas�h banyak aspeknya tentang 
penetapan besaran royalt� yang sep�hak 
yang t�dak menjam�n kepast�an hukum 
dan meng�ndahkan rasa kead�lan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Al�, A. (2009). Menguak teor� hukum 

(legal theory) dan teor� perad�lan 
(jud�c�alprudence) termasuk 
�nterpretas� undang-undang 
(leg�sprudence). Jakarta: 
Kencana.

Al�, Z. (2009). Metode Penelitian 
Hukum. S�nar Graf�ka. Jakarta.

Am�rudd�n, H. Za�nal As�k�n, 2012, 
Pengantar Metode Penel�t�an 
Hukum, Cetakan ke-6, Ed�s� 
Pertama, Penerb�t: PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta.



496

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 4 : 489 - 496

Atmadja, H. T. (2003). Hak Cipta 
Musik atau Lagu, Penerb�t Pasca 
Sarjana Un�vers�tas Indones�a, 
Jakarta.

Ermansyah, D. (2009). Hukum Hak 
Kekayaan Intelektual. S�nar 
Graf�ka. Jakarta.

Fuady, M. (2004). Hukum dagang 
internasional (aspek hukum 
dari WTO). C�tra Ad�tya Bakt�. 
Bandung.

Gunawan, W. (2001). Ser� Hukum 
B�sn�s L�sens�. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta.

Gunawan, A. (2002). Kamus Prakt�s 
Ilm�ah Populer. Surabaya: 
Kartika.

Lutv�ansor�, A. (2010). Hak cipta 
dan perlindungan folklor di 
Indonesia: dilengkapi dengan 
Berne Convention for the 
Protection of Literary and 
Artistic Works. Graha Ilmu.

Manan, A. (2005). Aspek-aspek 
pengubah hukum. Kencana. 
Jakarta.

Marzuk�, P. M. (2011). Penel�t�an 
Hukum, Jakarta: Kencana. 
Mertokusumo, Sudikno.

Muhammad, A. (2001). Kajian 
Hukum Ekonomi Hak Kekayaan 
Intelektual. C�tra Ad�tya Bakt�. 
Bandung

Muhammad, A. (2004). Hukum dan 
penel�t�an hukum. Citra Aditya 
Bakti, Bandung.

Rahayu, D. P. (2014). Budaya hukum 
Pancasila. Thafa Med�a. 
Yogyakarta.

Sal�m, H. S., & Nurban�, E. S. (2014). 
Penerapan Teor� Hukum Pada 

Penel�t�an D�sertas� dan Tes�s. 
PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta.

ARTIKEL JURNAL
Maram�s, R. L. (2014). Perl�ndungan 

Hukum Hak C�pta Atas Karya 
Mus�k Dan Lagu Dalam 
Hubungan Dengan Pembayaran 
Royalt�. LEX PRIVATUM, 2(2).

Pratama, F. R., Sus�lowat�, 
E., & Mahmudah, S. 
(2016). PELAKSANAAN 
PENGUMUMAN KARYA 
CIPTA LAGU SEBAGAI 
BACKGROUND MUSIC DI 
PUSAT PERBELANJAAN 
(STUDI PADA RITA 
PASARAYA PURWOKERTO). 
Diponegoro Law Journal, 5(4), 
1-17.

Suhayat�, M. (2016). PELINDUNGAN 
HUKUM TERHADAP HAK 
EKONOMI PEMILIK HAK 
TERKAIT DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 
2014 TENTANG HAK CIPTA 
(LEGAL PROTECTION 
FOR THE OF ECONOMIC 
RIGHTS OF THE RELATED 
RIGHTS’OWNER IN LAW 
NUMBER 28 OF 2014 ON 
COPYRIGHT). Negara Hukum, 
5(2), 207-221.

PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak C�pta.




